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Dana Banpol di Bungo Segera Cair, Per Suara Dibayar Segini 

 
https://jambiekspres.disway.id/read/662357/dana-banpol-di-bungo-segera-cair- 

per-suara-dibayar-segini 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol 

Kabupaten BUNGO dalam waktu dekat ini akan segera mencairkan dana bantuan untuk 

13 partai politik atau Banpol peserta Pemilu 2019 yang lalu. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris BPBD dan Kesbangpol 

Bungo, Zainadi. Ia katakan bahwa, dalam proses pencairan dana Banpol itu saat ini 

menunggu proses di BPKAD Bungo. 

"Karena prosesnya telah ditandatangani oleh Bupati Bungo dan sebelumnya juga 

telah diperiksa oleh badan Pemeriksaan keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Jambi," 

ungkap Zainadi, Rabu (14/06/2023). 

"Sekarang semua parpol peserta Pemilu tahun 2019 lalu sudah mengajukan 

permohonan untuk pencairan, tapi kita masih menunggu dari BPKAD Bungo untuk 

mencairkannya,” sambung Zainadi. 

Dikatakannya juga, terdapat 13 Parpol yang mendapatkan Banpol itu. 

Kesemuanya akan disalurkan melalui rekening masing-masing untuk satu tahun 

anggaran. 

"Adapun besaran dana bantuan untuk 13 parpol itu sebesar Rp1,1 Miliar dengan 

asumsi satu suara dibaayarkan sebesar Rp 6.009," paparnya. 

 

 

 

 

 

https://jambiekspres.disway.id/read/662357/dana-banpol-di-bungo-segera-cair-
https://jambiekspres.disway.id/listtag/50805/bungo
https://jambiekspres.disway.id/listtag/107069/banpol
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Sumber berita: 

1. Jambi Independent, “Banpol Rp1,1 Miliar Segera Cair”, Kamis, 15 Juni 2023; dan 

2. https://jambiekspres.disway.id/read/662357/dana-banpol-di-bungo-segera-cair-per-

suara-dibayar-segini, “Dana Banpol di Bungo Segera Cair, Per Suara Dibayar 

Segini”,  Rabu, 14 Juni 2023. 

Catatan: 

Perhitungan Bantuan Keuangan : 

• Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat 

daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota;1 

• Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang 

perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;2 

• Bantuan keuangan diberikan setiap tahun3 dan bersumber dari APBD kabupaten/kota;4 

• Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota 

yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima 

ratus rupiah) per suara sah;5 

• Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan 

kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara 

sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama 

dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan;6 

 
1  Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
2 Pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
3 Pasal 2 ayat (5) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
4 Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 

5 Pasal 5 ayat (4) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
6 Pasal 5 ayat (5) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
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• Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah setelah mendapat persetujuan Menteri;7 

• Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada Gubernur 

untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kabupaten/kota;8 

• Persetujuan kenaikan besara nilai bantuan keuangan berdasarkan penilaian dengan 

kriteria meliputi: 

a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan 

b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.9 

 

Pengajuan Bantuan Keuangan : 

• Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan 

bantuan keuangan partai politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan 

disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala 

Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain;10 

• Surar permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta 

melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa: 11 

a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC 

partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua 

Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir 

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing 

Partai Politik; 

b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak; 

 
7 Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 

8 Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
9 Pasal 9 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
10 Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 . 
11 Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
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c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai 

politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; 

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan 

pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana 

bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; 

• Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan 

Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah 

Kabupaten/Kota;12  

• Tim verifikasi diketuai Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten/Kota atau sebutan lain;13 

• Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota 

menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah 

kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan 

administrasi;14 

 

Penggunaan Bantuan Keuangan : 

• Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan 

pendidikan politik bagi anggota partai politik;15 

• Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada 

partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.;16 

• Bentuk kegiatan pendidikan politik, antara lain berupa: 

a. seminar; 

 
12 Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
13 Pasal 21 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 

14 Pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 

15 Pasal 27 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 

16 Pasal 27 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
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b. lokakarya;  

c. dialog interaktif; 

d. sarasehan; 

e. workshop; dan 

f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai 

politik;17 

• Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan: 18 

a. administrasi umum; 

b. berlangganan daya dan jasa; 

c. pemeliharaan data dan arsip; 

d. pemeliharaan peralatan kantor. 

 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan : 

• Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD 

bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan 

yang diterima;19 

• Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran 

atas dana bantuan keuangan;20 

• Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD;21 

• Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 

 
17 Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
18 Pasal 29 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 
19 Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 

20 Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
21 Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 
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(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan 

untuk dilakukan pemeriksaan. 22 

 

Disclaimer:  

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat 

BPK Perwakilan Provinsi Jambi 

 

 

 
22 Pasal 31 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administasi Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah 

dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. 


